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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Film merupakan hasil implementasi kemampuan intelektul pencipta yang 

diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang no 28 tahun 

2014 tentang hak cipta. Hak cipta sendiri dianggap sebagai salah satu 

bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang secara filosofis, yuridis, maupun 

sosiologis wajib untuk diberikan perlindungan hukum. Adapun bentuk 

perlindungan hukum terhadap hak cipta naskah film Benyamin Biang 

kerok di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum prevetif 

diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta berupa perlindungan hukum 

untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta berdasarkan 

pasal 5 ayat 1 sampai 3 dan pasal 5 ayat 8 sampai 9 Undang-Undang No 

28 tahun 2014 tentang hak ekonomi dan hak moral. Falcon Pictures 

memiliki hak yang kuat atas film Benyamin Biang kerok. Meskipun 

Syamsul Fuad adalah yang membuat naskah, tetap saja pemegang hak 

cipta ditangguhkan kepada Falcon Pictures karena berdasarkan perjanjian 

tertulis, ia telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

atas naskah film Benyamin Biang Kerok dan sah sebagai pemegang hak 
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cipta. Sedangkan, perlindungan hukum refresif merupakan suatu upaya 

untuk menanggulangi terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta yang 

diatur berdasarkan pasal 107 ayat 1 point a Undang-Undang No 28 tahun 

2014 tentang pelampiran bukti kepemilikan hak cipta dan dalam pasal 109 

ayat 4 point b tentang pemohon penetapan ganti rugi. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian secara lisan tetaplah sah 

sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. 

Perjanjian yang dilakukan oleh Falcon Pictures dan Syamsul Fuad adalah 

perjanjian yang sah karena mengikat kedua belah pihak. Perjanjian 

tersebut berkaitan dengan asas pacta sunt servanda dan sudah diatur dalam 

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya 

perjanjian. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Falcon 

Pictures yaitu tidak melakukan prestasinya dalam perjanjian yang 

dilakukan dengan Syamsul Fuad berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga upaya yang dapat dilakukan Syamsul 

Fuad atas naskah film Benyamin Biang Kerok, yaitu dengan 

menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti fisik terkait naskah film 

Benyamin Biang Kerok tahun 1972 yang lalu.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu: 

1. Sebaiknya, kedua belah pihak perlu melakukan musyawarah agar tidak 

terjadi sengketa yang berkelanjutan terkait hak cipta naskah film 
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Benyamin Biang Kerok. Adanya bentuk perjanjian tertulis bagi pemegang 

hak cipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif sangat tepat dapat 

dijadikan sebagai bukti bahwa hak cipta naskah film Benyamin Biang 

Kerok telah di daftarkan. 

2. Dalam upaya penyelesaian wanrestasi yang dilakukan Falcon Pictures 

terhadap Syamsul Fuad di atas, selain memenuhi syarat perjanjian, para 

pihak juga sebaiknya harus memperhatikan asas-asas yang ada, seperti 

itikad baik, konsensualisme, dan kepastian hukum agar perjanjian dapat 

berjalan sesuai yang diinginkan dan menguntungkan para pihak-pihaknya.  
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